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PENGADAAN TANAH UNTUI( PEMBANGUNAN INFRASTRUI(TUR

BERSARANAKAN BANGUN GUNA SERAH

FX. Sumarja*

,qbslEctcene.a|lytheinftaskucturalde\€loPmentneedssPace,nd]and.lnitsPlocess,lheroleofapllv€iesectormayrrotbe
-.Ejecred as ihis frequen It does not takecareolthe peoPle s rithison Land The societl asa subjectoithc develoPmcnt shouLd

-ar"r 
Eo! a pfosp€o.us l;inEcondiiion. Yet theJWere martin:lized and ret'rded as 

'an 
obieciolthe dereloPment KonsepThe

,"*Jp, oi ,rr*n*.lat auetopm€nr ,r,hich does nor tmb peopte,s riEhr on land. takes crre of thc llvin8 rcsources. and

-alntaifs the sustajnable livint situation, would be onc olihe solutions

Key words: land acqui5ltion. inlrastluctural dcveloPnl'nt

intlsarl: Pemban8unan inftastluktur pada um umrla mcnrerlukan ltranEdan tarah Pada perkernbaft'ann)a pcnrbantun'n lnftastrukl!r

rdaL bisa Icp:s daripcran swasta Pcml nEunan dcmikian scrintkali mcissbaikan hak hak ralyat atas tanah' R'k]3t scbatai

remetanE h;k atas hnah-ttnEseharusn)':r seba8aisubiek pemb'nSunan dan bha menjadilebih menlnEkar talap kc5ejahtera!n ]-vr '

rtrLr se;likn),a rakvat meniadiobiek Pembangunan dan terpin$l'k:n Pada kontelis Pemban5unaf demlkiar r?klat s€ rlnslali

*rrukehttargan haiatas tanahdansumber penEhidupannJ€. Korsep pembafSunan intrastrukrur tanpa mentamb lrakaras t?nah,

;-mbcr kehijupan, dan kcberlanEsLrntalr hldup ralv-dt meni?diseblah soLusidi tcntah-t€nEah Plaktik pengadaan tanah'vant

-emurculkan belba8ai bentuk resistersi atau Pcnolakzn

Kala Kuncl: Pcntsdaan tanah, PembanEunan irfrastnrktul

{. Pengantar

Pengadaao tanah bagi Pembangunan untuk

.i:pentingan umum khususnya infrastrrrktur

:irupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan'

:.: majuan suatu masyarakal memetlnkan

likungan ketersediaan tanah untuk Pem-

.:ngunan l@pentingan umum. MeskipuD demi

.r]n, disadari sePenuhnya bahwa saat ir}i keter-

!=liaan tanah tanah negara 'bebas' yang sama

.. nli tidak dihaki atau diduduki rakyat atau pihak

r : ..ak yang berkepentingan sudah sangat terbatas

::i ini yang kemudian memr.rnculkan konseku-

::si adanya tindakan pengadaan tanah bisa

::..rpa perolehan, pengambilaiihan, dan penye-

r:f,n tanah secara sukarela.

-P.nsajar Fak. Huklm Unila, Mahasiswa 511lmu

- -ii UNDIP, fEmiunila@gaaiLcon

Praktik pengadaan tanah terus mengalami

perkembangan. Pengadaan tanah yang masih

menyisakan banyak persoalan menjadi satu

pekerjaan rumah untukbisa kembali memiltirkan

secara lebih jernih dan mengevaluasi secara

mendalam titik titik kel€mahan yang perlu

diperbaild agar mamptt memberikan rasa keadilan

dan demokratis bagi rakyat maupun pemerintah

yang membutuhkan tanah untuk pembangunan

sehingga menghasilkan solusi berimbang, me-

minimalisir potensi kooflik dan kerawanan dalam

pengadaan tanah.

Pada sepuluh tahun terakhir disadari jumlah

rumah tangga Petani mengalami penurtnan yang

cukup tajam dan berbanding terbalik dengan

jumlah pertanian koorPorasi. Berdasarkan Lapo-

ran Bulanan BPS mengenai data sosial ekonomi

bulan September u or3, jumlah rumah tangga
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pet.:ri pada rahun 20rJ seiumlah -26,13 jura.
sementara data tahuo 2oo3 sejumlah 31,17 juta
rumah tangga petani. Selama 10 tahun menga-
lami peDurunan 5,o4 juta, Rata-rata tiap tahun
jumlah rumah tangga petani berkurang r,75olo.

lronisnya dalam rentang waktu yang samajumlah
perusahaan perranian berbadan hukum nrening-
kat dari 4.o[ menjadi 5.486 buah.,

Sebagai gambaran khusus di Kabupaten
Semarang daiam satu dasawarsa terakhir, lebih
dari 36.ooo petani beralih ptofesi, karena ke-
hiiangan tanahnya. Jumlah petani pada hlrun
2ooj mencapai 167,354 rumah rangga. Namun,
pada iahun zor3 menjadi r3o.385 rumah tangga.
Mayoritas penutunan jumlah rumah tangga
petani beEda di wilayah Kecamatan Ambarawa
dan Tuntang..

Pada masa sekarang ini adalah sangat sukar
mela kukan pembangrrnan untuk keneringan
urrum di atas tanah negara, Jalan keluar yang
ditempuh untuk rneadapatkan tanah guna
melakukan pembanguaan adalah dengan
Dengambil tanah-tanah hal< rakyat. Kegiatan
"mengambii" tanah (oleh pemerintah dalam
rangka pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum) inilah yang kemudian
disebut dengan pengadaan tanah.

Pasal 18 UUPA membe kan landasan hukum
bagi pengambilan tanah hak dengan menen-
tukan: Untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingai bangsa dan negara serta kepedtingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas taaah dapat
dicabut, deagan memberi gaflti kerugian yang
layah menurut cara yang diatur dengan Undang-

'BPS,2aB, Laporh Brldtun, Data Soslal Ehotuni, edisi
ke-ao September, h1n. rouoz.

'Kereranga. Kep.la BPS Kallpared Semarans,
Rochw.n, di Un8a.ad, Jum ar (26/ os/,ot!) s:d\Z, hr+y' /
,esional.kohpas..ohl te ad/ zo r</ oc / 26 / t7 o6rrt /
Sel:na.ro.Tahun.l6.ooo,petani.di.
Semarang.BeraliL.Ptofesi, diakses zz Sept zor+ Pukut r;.ro

Urdang.Uu No. zo Tahun 1961 tentang penca- :d
butan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda
Yaog Ada Di Atasnya, yang selanjutnya disebut
UU Pencabutan Tanah mengatur, mengatur
bahwa: Pengadaan tanah untuk kepetltingan
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah
dilaksanakan dengan aara a) pelepasan dan
penyerahan tanah, atau b) pencabutan atas tanah.
Pelepasan hak menurut UU No. z Tahr.rn zor:
tentang Pengadaat Tanah Bagi pembangunan

unrul Kepentingan Umum, yang selaniutnya
disebut UU Pengadaan Tanah dan pp No. 7r
Tahun zoru adalah kegiatan pemutusan hu_
bungan hukum dari pihak lang berhak kepada
lembaga negara melalui Lembaga pertanaha!
ar,ru Badar Perrarahar Na(:onal (Bp\1.

Pengadaan tanah de*gan pelepasan hak
adalah pandangan dari sisipenrilik tanah, sedang
kar jika dilihat dari sisi pemer.intah disebut pem-
bebasan hak. Pembebasan hak adalah pelepasan

hubungan hukum antata snbrek dengan tanah
berikut benda-benda yang diatasnya, yang dilak_
sanakan atas dasar musyawarah yang disertai
dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
Istilah pembebasan hak atas tanah menurur
hetentuan Pasal r angka 3 peraturaa presiden

No.l6 Thhun 2oo5 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelakanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum io. Peraturan PeresidenNo.65 Tahun zoo6
disebut dedgan istilah pengadaan tatah.

Selain pelepasan hak dan pembebasan halc
pencabutan hak atas tanah di dalam Hukum
Tanah Nasional merupakan salah satu cara pero-
lehan tanah. Perolehan tanah adalah pelepasan

hubungan hukum antara subjek dengan tana.
berikut dengan benda-benda iain yang ada c:
atasnya, yang dilakukan dengan terpaksa mana-
kala subjek pemegang hak tidak bersedia mele-
paskan tanahnya disertai dengan pemberian ga=
kerugian. Berarti disini penca:-=E
sama dengan pembebasan hak. penraouun ;-

atas tanah merupakan sarana untuk lnengar:ir:
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ianah secara Paksa, Pihak yang punya tanah

berhadapan bukan der, gan sesama pihak yang

kedudukan hukumnya sederaiat, melainkan

berhadapan dengan penguasa. Pada pencabutan

iak yang penting adaiah tujuan pengambilan

:anah te$ebui, yaitu semata-mata untuk kepen-

:ingan umum, di mara lokasi proyek tidak dapat

:ipindahkaa ketempat lain, dan yang tetap

:isertai dengan pemberian ganti kerugian yang

:, ak bagi pemegang haknya.

Menurut Boedi Harsono, pencabutan hal<

:Jalah pengambilan tanah Lepunyaan suatu pihal(

.€h Negara secara paka, yang mengakibatkan

.:k atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang

:.rsangkutan melakukan sesuatu pelanggaran

:.au lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban
_.:kum.rPencabutan hak atas tanah untuk kepen_

:rngan umum,menurut Abdurrahma[ adaiah

:erupakan "cara yang terakhir"' untuk mem-

:.roleh tanah-tanah yang sangat diperlukan

.:na keperluan tertentu untuk kepentingan

::um, setelah berbagai cara melaluijalan musya-

.::ah dengan yang punya tanah menemui jaian

..rru dan ridak memba$a hasll sebagaimand

:rg djharapkan sedangkan kePerluan untuk

r:.ggunaan tanah dimaksud sangat mendesak

,:r€li.+

:lasil peneliiian Badan Pembinaan Hukum

..lonal (BPHN) Tahun zor3i ditemukarl tiga

.::ratan esensiai pengadaan tanah untuk

: . . nd ngan umum yang dikaji dari asPek budaya

Soedi Hatsooo, 2oo8, Hthnn Ardrid Ineonesid

: .. Penbe,tuhdn U nddhg'U ndaag Pohoh Ag aria,Isi
. '. rlia@,)a,Jakarta: Diambatan, hlm 4.

::durrahman, reer, Masalah Pencabum Hah Hah

l - -h Dan Penbebasan Tarcn Dilndonesia, Bandung:

:.i.{diryaBakti, hln.57.
',',1 Eoris, zoB, Lapotan AlJrir Tim P&elitian Hukuh

. - 
' 

r.L,ksanaan Pagadaan Tanah Basi Pdlaosunan
., l.pentinganUmum",BPHN,hlm,sz-8q,http://

go.id dar" do(ua"nr:
,,.:,:J nbak-yul.rdf,diakses zzSeptemberzora, q.oo

hukum dan sejarah pengadaan tanah, yaitui 1)

Dominannya kebijakan pemeiintah sebagai

pelaksana pembailgunan dariPada sebagai

pelind,lng uarga masyarakat pemilik lanah, 2)

Adarya antitesis silGp dan perilaku masyarakat

telhadap kebijakan pemerintah, dan l) Melemah-

nya nilai kolektifuistik masFrakat.

Antitesis sikap dan pedlaku nDsyaGkat tampak

dalam penolakannya terhadap kebijakan

pemerintah dalam pengadaan tanah meskiPun

kebijakan tersebut sungguh-sungguh dimaksud-

kan untuk mewujudkan kepentingan umum.

Masyarakat cenderung bersikap skeptis dan

penuh kecurigaan, bahwa kebijakan pelaksanaan

pembdngJnan Demerirrtah tidal< se alu bprnrie'r-

tasi pada kepentingan baogsa atau kepentingan

masyarakat banyak, artinya pengadaan tanah

dicu gai hanya untuk memenuhi kepentingai

kelompok tertentu.

Sikap skeptis dan kecurigaan masyarakat

tersebut adalahbuah d:,ri pengadaan tanah untuk

kepentingan umum selama Orde Baru Selama

Orde Baru masyarakat pemilik tanah selalu di

hadapkan pada tinddlan pemalsaan dari oeme-

rintah. Pemilik tanah mengalami tekanan dalam

pelbagai bentuk yang menimbulkan kondisi

ketakutan.

Sikap skeptis dan cudga selain buah dali Orde

Baru juga adanya dorongan era reformasi. Era

reformasi membawa perubahan dari politik
otoriter kearah demokrasi. Keterlekanan yang

dialami masyarakat selama Orde Balu meletup

dalam wujud penolakan terhadap kervajiban

menyerahkao tanah bagi kepentingan umum.

Penolakan penyerahan tanah oleh masyarakat

pemiljk ianah diekspresikan denga:T mengajukan

tunt(tan harga tanah )ang tidak masuk akal.

Sikap penolakal penyerahan tanah demikian

m€nunjukan bahwa rrasyarakat pemilik tanah

tidak ingin mengorbankan kepentingan dirinya

di atas kepeniingan umum. KePentingan indj_

vidu tidak ingin dikorbankan hanya untuksebuah
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kepentingan kolektif. Masyarakat bersedia
men)erahkan tanahnya unruk kepencingan
umum jika kompensasinya sesuai dengan
iuntutan. Pernyataa[ demikian juga merupakan

suatu bentuk antitesis dari kondisi sebelumnya,

bahwaiadividu pemilik tanah selalu dituntut dan

dipaksa berkorban untuk kepentingan iegara.
Ela reformasi memberi peluang dan ruang bagi

masyarakat pemilik tanah di dalam pengem-
bangal nilai-ni1ai antitesis telsebut, sehingga
menyebabkan tidak mulusnya pengadaan taaah
bagi kepentingan umum saatini. Berk€mbangnya

sikap individualistis tersebut juga berkorelasi
dengan kebiiakan pemerintah yarg selama ini
lebih bersifat liberai dibidang pertanahan, yaitu
membefi kan kesempatankepada pemilik modat
untuk menguasai dan memiliki tanah seluas-
luasnya, dimana mayarakat yang berekonomi
lemah tidak diberikan akses terhadap tanah.

Pergeseran nilai-nilai dalam kehidupanrnasya-

rakat seperti di atas dapat dipandang oleh seba-

gian orang sebagai penyimpangan dari karakter

bangsa Indonesia. Mereka me ndukan keseim

bangan antara hal dar kewajiban. Oleh karena

itu perlu dilormulasikan bentuk pengadaan tanah
yang tidak merampas hak atas tanah, sumber
kehidupan, dan keberlangsungan hidup rakyat.

Setiap sistem hukum akan menghadapi
pemoalan kontradiksi, kekosongan hukum dan
norma kabur. Peratutan hukrm yang saling
bertentangan (kontradiksi) perlu upaya konsis-

tensi (siloo.isasi dan harmonisasi), kekosongan

hukum perlu pembentukan, dan norma kabur
per-lu adanya penemuan/interpretasi hukum.
Terkait dengan adanya sistem pengadaan tanah
yar-g selama inidirasakar: oleh masyamkat pemilik
tanah tidak ubahnya dengan penggusuran dan
pelampasan hak atas tanah, akan lebih baik jika

pengadaan tanah untuk kepentingan pem-
bangunan mengikutsertakan pemilik tanah
sebagai bagian dari subjek pembangunan itu
sendi . Halini berarti masih terdapat kekosongan

hukum dalam hal pengaoaan lanah ran
$erampas hak atas tanah masyarakat. M
dalam UU Pengadaan Tanah telah diatur
bentuk ganti rugi berupa kepemilikan sah

Namun selama ini tidak tersosialisasi dengan
kepemilikan saham tersebuL Hal inilah
penting untuk menca.i konsep pengadaan tanah

tanpa metampas llak atas tanah masyaralot.

Seiama ini peran serta masyarakat dalaE
pembangunan sering menjadi topik diskusi yang

tidak berlesudahan. Masyarakatyang seharusnra
menjadi subjek pembangunan seriagkali terjebal
dalam pusaran aturan, sehingga memposisika.r
masyarakat hanya sekedar pelengkap dalam pern-

bangunan, kalau tidak mau disebut sebagaiobj&
pembangunan. Petgertian ataupun konsepi
pengadaan tanah telah dengan tegas diatur dala.E

UU Pengadaan Tanah. LIU Pengadaan ra-a:
memberikan l@nsepsi pengadaan tanah sebaga

kegiatan menyediakan tanahdengan cara mec
beri ganti kerugian yang layak danadil kepaoa

pihak yang berhak.

Konsepsi dem ikian mempo5isikin masla_rdk
pemilik tanah sebagai ob;ek yang harus disig
kirkan dari lokasi pembangunan untuk berlan3-

sungnya sebuah projek pembangunaa, meskip,a:
dengan embel .embel diber ikan gar-ti kerugr-?x

yarg layak. Kondisi demil<ian jika terus berla:E-
sung dafl diteruskan, masyarakat pemilik LL::&
akan rerus reracam rerpinggirkan dan rer.a:-r
dari komunitas sosialnya, apabila di wilayalr.a
ada pembanguran infrastRktur. Padahai :=
mungkinkan pembangunan infrastflr ktur ra-=-
but tanpa menggusur atau merampas hak hali :a
tanah masyarakat, yaitu dengan melibarri:,r
masyarakat pemilik tanah sebagai subjek r*---
bangunan. Konsep yang dimajukan adala_h ::-
bangunan infrasttuktur bersaranakan Ba:_--,.E

Guna Serah (BGS) atau Build Operote and Ti5.E.

fer (BOl). Artinya pembangunan infrasrrar
dengan melibatkan masyarakat untuk maiu .tu
berkembang secara bersam,r sama, me!!:rra



I tanpa
dernang

I terkait

saham.

pn baik

nenjadi

1 tanah

Gt,

dalam

si Fng
lusnya

tjebak
iisikan

lPeIn-

objek

lsepsi

dalam

tanah

:bagai

lem-
pada

rakat

sing-

hng-
jpun

Lgran

ang

$ah
abut

rnya

di-
fse-

atas

kan

!IIl

In-
JUn

rr5-

tur
lan

un

<onsep BGS yang sebenarnya ditujukan untuk

remanfaalkan barang milik negara yang beruPa

',anah oleh pihak 1ain, karena keterbatsan dana

ian teknologi dari negara. Namun tidakmenuluP

.i€mungkinan konsep BGS demikian dapat

;rterapkan terhadap taBah-tanah masyarakat

lntuk dikerasamakan dengan pihak lain, yang

likontrol oleh pemerintah dalam rangka penga_

:aan tanah untuk pembangunan infnslruktur
Berdasarkan uraian di atas permasalalannya

:Ca1ah bagaimanakah konsep Pengadaan tanah

:$uk kepentingan pembangunan infrastuktur
:engan melibatkan pemilik tanah sebagai subjek

rembangunao?

1. Konsepsi Pembangunan Infrastruktur

Sebeluo membahas lebih lanjut konsep

:engadaan tanah untuk kepeniingan pem-

rangunan infrastruktur dengan melibatka.l

remilik talah, akan dibahas terlebil, dahulu

ionsepsi pembangunan infrastruktur'. Pengertian

r:rfrastrukur tidak dapat dilepaskan da penger-

:an kepentingan umum. Pasal ro huruf (e) UU

?engadaan tanah menyatakan bahwa pem-

rrngunan infrastruktur minyak, gas dan panas

:rmi nrerupakan salah bentuk pembalgunan

-:ruk kepentingan umum. Jika mengikuti

:.ngertian infrashuktur berdasarkan peratuGn

:.rundang undangan yang ada, berarti sangatlah

: rpe1. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa

.rdonesia, kata "infrastruktur" dia*ikan sebagai

:.asarana. "Prasarana" diartikan sebagai segala

:i atu yang $erupaka. penunjang utama terse-

::i ggara-nya suatu Proses (usaha, Pembangunan,

:::r ek, dsb), misalnya jalan dan angkutan mert-

::ian prasarana penting bagi pembangunan

:i:ru daerah,

Pada kontel<s pengadaan tanah untuk pem_

:::rgunan infrastruktut lebih dikonsepsikan

= agai pembangunan urlluk kepentin8an

-::.rm baik yang diselenggarakan Pemerintah
: iDun sirasta, atau pemefintah belsan1a swasta
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dalam menyediakan sarana prasarana untuk

menunjang kePentitgan umum yang bersifat

komersial, misainya pembangunar pembangkit

tenaga listrik, jalan tol, dan bandar udara, ter-

masuk infrastruktur minyak, gas dan paras bumi.

B. I(onsep Bangun Guna Serah (BGS)

Korsep Bangun Guna Serah (BGS) yang

sebelumnya dikenal dengan istilah Build Opet'

ote and Transfer (BOT) mulai dikenal luas sekitar

tahu:r 1985 di Turki. BOT sebagai konsep swas-

tanisasi Perdana Mented Turgut Ozal, sehingga

konsep ini dil<enal dengan sebutan "TLrgut's For-

mulo'i Pada tanggal rr Mei 1987 telah ditanda-

tangani kerjasama antara Kumugai Kigumi dari

lepang dengan Yuksel Insaat dari Turki untuk

pembangunan dan pengelaloaan bendungan di

sungai Syehan, dengan nilai proyek sebesar 23L5

juta dollar AS. Jangka waltu Pembangunannya

memakan \{aktu lima tahun dan iangka waktu

pengelolaannya dlperjanjikan26 tahun, kemudian

diserahkan pada pemerintah Tulki (Turkish

Electron ol Authorityt. Periantidn Leriasama ini

merupakan awal mulakonsep BOT dalam proyek

infrastruktur di Turki yang kemudian diikuti dan

diadopsi banyak negara-negara berkembang,

termasuk Indonesia.6

Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) meru-

pakan istilah yang relatif baru dalam kegiatan

ekonomi Indonesia, Dilihat dari sejarahnya,

konsep BGS sudah cukup tua usianya yaitu Joo

tahun sebelum masehi yang dilakukan di Kota

Ereiria Yunani (Athena).' Di Indonesia istilah

Build Operate and Transferlbangun guna selah

(BCS) dikemukakan pertama kali oleh Mcn st' l(

B.J. Habibie dalam suatu acara dengar Pendapat

"Anita Kanjlah, zorz, Baag n GuM Sa dh (huild oPd'

dt dnd rdnsfa /BoT) Menbdnsn Tanpa H&B Memilhi
't a@h (Penpehtif HuhM A9rurid, Hthun p *idnjidn ddn

HaIm Prbli}), Bard-ne: Keni Media, hlm.rl'ra.

'MuIir Fuady, resz,SeTaran Hrhn, Bogorr Ghaiia



496 Bhumi No. 4oTohun B, oktobet 2ot4

(fieoring) di Dewan Perwakilan Rakyat pada awal

1987,3 Menristek menawarkan gistem BGS, sebagai

alternatif untuk mengatasi kesulitan dana pem-

bangunan dan atau teknologi, Melalui sistem BGS

proyek-proyek pembangunan pEsarana umum

seperti ialan, telekomunikasi, Iistrik dan lain
sebagainya dapat tetap direalisasi walaupun dana

pembangunan terbatas. Pada awalnya BGS dita-

warkan sebagai akernarif unLuk membiaFi pro-

yek-proyek pemerintah. BGS dipandang sebagai

aiternatif lembaga pembiayaan disamping sebagai

cara untuk alih teknologi.

Delapan tahun setelah tawaran B.J. Habibie

seperti dikemukakan di atas, istilah Bangun Guna

Serah diketemukan dalam Keputusan Mented

Keuangan Republik lndonesia No. 47oll(MK.otl
1994 tentang tata cara penghapusan dan pemarr-

faatan barang Milik/kekayaan Negara, yang

mengatur bahwa perjaniian Bangun Guna Serah

adalah pemanfaatan barang/milik kekayaan

negara berupa tanah oleh pihak lain, dengan cara

pihak lain tersebut membangun bangunan atau

sarana lain berikut fasilitasnya di atas tanah

tersebut, sertamendayagunakannl,a dalam jangka

waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan

kembali ta:rah, bangunan, dan atau sarana lain

berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagu-

naannya kepada departemen/lembaga yang

besangkutan setelah beEkhirnya iangka rvaktu

yang disepakati.

BGS selain diketemukan dalam Kepmenkeu

No. 47olKMK.or/r994, iuga diketemukan dalam

Kepmenkeu No. 248/KMK.o4lr995 tentang Per-

lakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak

Yang Melakukan Kerjasarna Dalam Bentuk Per-

jan ian Bangun Guna Serah. pasal 1 Kepmenkeu

terkahir mengatur bahwa Bangun Guna Serah

ssiri Uhmu Adillah, ?oo4 Kostu]:si H&unPnjdiib
Ba;ld opeftt. dnd 'Inhsfet (Bo'I) Sebd1di Abethdtif
p entoiay m hoyeb, lrmal Huko, vo1. XIV, No. 1, Aprit,
h]t. e1; lihat jusa Forum Keadilan, Edisi otTahun rppz, lrlm.

adalah bentuk perjanjian kerjasama yang

kan antara pemegang hak atas tanah dengan

vestor, yang menyatakan bahwa pemegang

atas tanah memberikan hak kepada investor

tuk mendirikan bangunan selama masa pe,
bangrln guna serah (BCS), dan mengali
kepemilikan bangunan tersebut kepada

gang hak atas tanah selama masa bangun

serah berakhir

Jika diperhatikan pengertian BGS terseb8
atas, mengandung tiga ufful. penting,

pembangunan; z) pengoperasian; dan j)
rahan. Secara konsep sudah tepat, baha,a

tidak akan merugikan pemilik tanah, ,amun
tidak ada kontrol bisa juga merugikan

ranahnya. Misalnya apakah ada jami
bangunan yang telah dibangun dan di

naikan dalarn jangka wakt! tertentu, s

diserahkan kepada pemilik tanah masih

didalagunakan secara efisien, apalagi jika i
waktunya mencapai 50 tahrn. ]angan
setelah diserahkan kepada pemilik tanah, i
biaya perawatannya lebih besar dari

tasnya. Kalau hal ini yang teradi, mala jelas

an awal pemaofaatan tarrah bersaEnakan

tidal akan tercapai. Artinya BCS bisa mem

nilai tambah kepada pemegang hak atas

Pasal r angka rz PP No. 6 Tahun zoo6

bahwa bangun serah guna adalah p

barang milik negara/daerah berupa tarah
pihak lain dengan cara mendi kan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan

selesai pembangunannya diserahkan
didayagunakan oleh pihak lain tersebut
jangka waktu tertentu yang disepakati.

dalam ketentuan Pasal ranglG D PP No.lE
uooS dan Pasal r angka 14 PP No. 27 Tahlm

diatur bahwa, bangun guna serah adalah

faaun barang milik negara/daerai beruFe

oleh pihak lain delgan cara mendiri-l

dgunan dan/atau sarana berikut fasilirs-r-
mudian didayagunakan oleh pihak lain
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-lalam jangka waktu tertenlu yang Elah disepa-

{ati, untuk selanjutnya <liserahkan kembali tanah

:rerserta bangunan dan/atau sarana berikut fasili-

:asnya setelah belal*irnya iangka waktu

Jika diperhatikan dua pengertian pada pera-

,-rlan peme ntah tersebut ternyata tampak ada-

.-1a perkembangan untul< menyemPurnakan

iengertian atau konsepsi bangun guna serah

i'ada rumusan Pertama setelah selesai dibangun

-:asihharus ada perbuatan hukum yang berupa

-.enyerahan untuk pendayagunaan bangunan

ritri ini bisa menimbulkan kekhawatiral bagi

.:nak milra keriasama yang membangun Setelah

i..esai dibangun bisa saja pemerintah tidak
_..iryerahkan Pendayagunaan bangunan dan

:-.:)uas yang telah selesai dibangun kepada pihak

::g membangun Rumusa[ ini ]ebih burr'tk

:.:anding rumusan menurui Pasal 1 I(ePmenkeu

', - 248/KMK.o4l199t tersebut di atas'Oleh

i:::ranya rumusan bangun guna serah disem-

- :rakan dalam PP No. 38 Tahun 2oo8mauPun

::.:r:r PP No. z7 Tahun zo4, sehingga pihakyang

. :.. selesai membangun terjamin urtuk segera

: r :a]-agunakannya sampai berakhirnya jar,gka

: :: \ang lelah disepakati
: r:nusan yaig ierakhir ituptn ternyata

::-rdung kelemahan juga lil<a jangka \{aktu

.'..:an bangun guna serah sudah beral(hir

:.. .rmatis tanah kembali kepada pemiliknya

' 'ang-narr ddn lasililar lainnya Letapi

_ : :::: per-buatan hukum berupa penyerahan'

- jga akan merugikan pihak pe elintah'

: - : :ihak mitra kerjasama ingkar jan)i tidak

:: : :..nlerahkan tanah dan bangunan setta

. .-' .:inn1a kepada Peme nlah, meskiPun

: - -.--irun]? telah beral*ir OIeh karena itu'

- :.;:skan di dalam isi peljanjiar, bangun

. ' m--Benai beral<iirnYa BLS'

.::_::1a, di dalam ketentuan Pasal 26,27'

.: .-:'al 3o PP No. 38 Tahun 2oo8 telah

:: :ias dicantumkan syarat-syarat yang

' - . : :.. rri dalam pemanfaalan barang milik
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negara/daerah melalui baEgun guna serah'

Berikut rlapat disinak isi pasal_pasal tersebutl

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah untuk memenuhi biaya opera-

sional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diper-

lukan terhadap barang milik negara/daerah

dimaksud;

b.

c.

mitra ker,asama pemanfaatan ditetapkan

melalui tender dengan mengikut_sertaltan

sekurang-kuranguya lima peserta/peminat,

i<ecuali untuk barang milik aegara/daerah

yang beNifat khusus dapat dilal<ukan penun-

iukan langsung;

mitra kerjasamapemanfaaran harus menT bayar

kontdbusi tetap ke rekening kas umum nega-

raldaerah setiap tahun selama jangka w:ktu

pengoPelasian yaDg telah ditetapkan dan pem_

bagian keuntungan hasil kerjasama peman-

faatan:

d. besaran pembayaran kontribusi tetaP dan

pernbagian keuntungan hasil keriasama pe-

manfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan

tim yang dibentuk oleh pejabat yang belrve-

nang;

e. besaran pembayaran l(onlribusi tetap dan

pemhagidn I'eutrtungan ha'i' l' frjr\ar ra

pema'lraaLan larut mendapa Per\el ulLan

pengelola barang;

f. selama jangka waktu pengoper-asian' milra

kerl.rsana Demanfadur d.lal'rng meniamill

kan atau menggadaikan barang milik negara/

daerah yang meniadi objekkerjasama peman-

faatan:

g. jangka lvaktu kedasama pemanfaalan Paling

larna 3o rtrga DLlluhl tahun seiak perianiidn

ditandatangani dan dapat diPeryaniang

h. qemua hiald yang berkenaan dengdn persialrn

dan pelaksanaan keriasama pemanfaat' n tidak

dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belania Negara/Daerah

i. Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna
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serah dan bangun seEh gtna harus diatasna-

makan Pemerintah Republik Indonesia/Peme-

dntah Daerah;

Mitra kerjasama bangun guna serah barang

lTri]ik negara halus menyerahkan objek

bangun guna serah kepada pengelolal barang

pacia allrir iangla waklu PenSoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat penga-

wasan firngsional pemerintah;

Mitra kerjasarra bangun guna serah barang

milik negara/daerah harus menyerahka*

objeit bangun guna serah kepada gubernur/

bupati/u,alikota pada akhir jangka waktu

pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh

aparat pengawasan fungsional pemedntah;

Jangka waktu huruf g tidak berlaku dalam hal

kerasama pemanfaatan atas barang milik
negara'daerah dilakukan r-rntuk penyediaan

infrastruktur tersebut di bawah inir

1) infras uktur transportasi meliputi Peia-

buhan laut, sungai atau danau, bandar uda-

ra, jadngan rel dan stasiun kereta apii

z) infrastruktur jalan n1eliputi jalan tol dan

jembatan tol;

3) infrasfuktu r sumber daya air meliputi salu-

ran pembawa air baku dan waduk/ben-

dungan;

4) infrastruktur air minum meliPuti bangunan

pengambilan air baku. jaringan ransmisi,

jadngan distribusi, dan instalasi pengolahan

air minumi

5) infrastruktur air limbah meliputi instalasi

pengolah air limbah, jaringan pengumpul

dan jaringan utama, dan sarana persam-

pahan yang meiiputi pengangkut dan tem-

pat pembuangan;

6) infrastruktur telekomunikasi meliputi ja'

ringan teiekomunikasii

7) inf:astruktur ketenagalistrikan meliputi

pembangkit, lransmisi, atau dist busi te_

naga listrik; atau

8) infrastrukt$ minyak dan gas bumi meliputi

pengolahan, penyimparun, pengangkuan,

transmisi, dan distribusi minyak dan gas

bumi.

J. Jaltgka waktu kedasama pemanfaatan barang

milik negara/daerah untuk penyediaan infra-

struktur sebagaimana dimaksud pada huNf I

paling lama 5o (lima puiuh) tahun sejak per-

;anjian ditandatangani.

Temyata pada ketentuan Pasal 36 ayat (8) &
(9) PP No. z7 Tahun :or4 telah dengan tegas lagi

diatur tentang keharusan penyelahan tanah dan

bangunan serta fasilitas Iainqa )ang telah habis

jangka waktu kepada pengelola barang atau

Gubernur/Walikota/Bupati. Bedkut dapat disi-

mak isi ketentuan 34 dan 36 PP No. z7 Tahun

zoq yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi

dalam pemanfaatao barang milik negara/daerah

berupa tanah dengan cara bangun guna serah:

a. Pengguna Barang memerL[ian bangunan dan

fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan

negara/daerah untuk kepentirgan pelayaoan

umum dalam rangka penyelenggaraan tugas

dan fungsi;

b. Tidak tersedia atau tidak culop tersedia dana

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-

gara/Daerah untuk pe.yediaan bangunan dan

fasilitas tercebut;

c. Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama

3o (tiga puluh) tahun sejak peianjian ditan-

datangani;

d. Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilak-

sanalon melalui tender;

e. Mitra Bangu$ Guna Serah yang telah dire_

Lapkan, selama jangka wakru pengoperasian

wajib: r) membayar koo ibusi ke rekening Kas

Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil

perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabar

yang berwenang; z) memeiihara objek Bangun

Guna Serah; dan 3) dilarang menjaminkan.

menggadaikan, atau memindahtangankan: a

tanah yang menjadi objek Bangun Guna Seral:

:I

4t
i{
:d

.'

r{
{

k

1.
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b) hasil Bangun Guna Serah yang digunalan

Iangsung untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pemedntah Pusat/Daerah; dan/atau c)

hasii Bangun Serah Guna;

Dalam jangka waktu pengoPerasian, hasil

Bangun Cuna Serah harus digunakan lang-

.Jng untuk penye'enggaraan lugas dan fungsi

Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit roo/o

(sepuluh persen);

Bangun Guna Serah dilaksanakan berda-

sarkao perjanjian yang sekurang-kurargnya
'nemual: r) pihak yang terikar dala'n perjan-

jian; z) objek Bangun Guna Serah; z) jangka

\raktu Bangun Guna Serah; dan 3) hak dan

kewajiban para pihak yang terikal dalam

perjanjian;

Izin mendirikan bangr:nan dalam rangka

Bangun Guna Serah hatus diatasrDmakanl 1)

Pemerintah Republik lndonesia, untuk BaGng

\{ilik Negara; atau 2) Pemerintah Daerah,

untuk Barang Milik Daerah;

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah

rang terjadi setelah ditetaPkannya mitra

Bangun Guna Serah dan biaya Pelaksanaan

3anglrn Guna Serah menjadi beban mitra

;ang befsangkutan;

l,litra Bangun Guna Serah Barang Milik
\egara harus menyerahkan objek Bangun

l.:na Serah kepada Pengelola Barang pada

:ihir jangka waktu pengoperasian, setelah

- J ukin audil oleh dPara( pengauasan in

:::- Pemerintahi Mitra Bangun Guna Serah

:::ang Milik Daerah harus menyerahLan

r :k Bangun Guna Serah kepada Gubemur/

: -tati/Walikota pada akhir jangka $'aktu

:=::3operasialr, setelah dilakukan audit oleh

.:i-a! pengawasan intern Pemerintah.

.:.:rn),a ketentuan Pasai l4 dan 16 PP No.

, -:j: j r 2 or4 yang berisi syaEt-tyarat yang hatus

: :.: r.i dalam pemanfaatan barang milik
, -:_: iaerah berupa tanah dengan cara bangqn

:- -i ,:.:h iuga dapat diberlakukan dan dipergu-

nakan kalau yang terliL'at bangun gxna serah ini

adalah aniarperorargan atau swasta.

Selain tiga PP te$ebut di atas yaitu PP No. 6

Tahun 2006, PP No. l8 Tahun 2oo8 dan PP No.

:7 Tahun .ror4 sebagdi dasar hukum leriasama

antara peme ntah dengan Pihak ketiga terlGit

dengan pemanfaatan tanah, masih terdapat satu

lagi dasar hukum kerjasama tersebut, yaitu

Peraiuran Ka.BPN No. 2 Tahun 2or3 tentang

Peiimpahan Kewenangan Pemberian Hak Aias

'Ianah Dan lGgiaran Pendaftaran Tanah Pasal 6-

nya mengatur baltwa Kepala Kantol Pertanahan

member, keputusan mergenai pemberidn izin

keriasama pemegang Hak Pengelolaad dengan

pihak ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat

Keputusan Pembe an Hak Pengelolaan

Insiansi Pemerintah yang meniadi pemegang

hal pengelolaan, apabila di dalam sertifikat hak

pengelolaannya ada catatan bahu'a untuk

melaLrrkan kerjasama dalam pemanfaatan tanai-

nya diperlukan izin, maka jika instansi pem erintah

ber$aksud melal<ukan kerjasama dengan pihak

ketiga dalam pemanfaatan tanahlya harus men-

dapatkan izin terlebih dahuh dari Kepaia Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota Apabiia dalam

sertifikat hal( pengelolaannya ddak ada catatan

tentang perlunya izin untuk melakul(an kerja-

sama, maka pemegang hak pengelolaan daPat

melakukan keriasama dengan pihak ketiga tanpa

izin Kepala Kantor Pertanahan Berdasarkan

ketentuan tersebut daPat diarrikan bahwa bagi

pemegang Hak Milik atau HcB yarg di dalam

sertifikatnya tidah teldapat cataLan tentang

perlunya izin pejabat ufltuk mengalihkan atau

melakukan keriasama, diperkenankan melga-

dakan kerja sama den;an pihak lain dalam hal

peman{aatan atau penggunaan tanahnya, misal-

nya dengan BGS.

Apabila BGS ini diatur dergan baik akan saling

mengunlungkar, selain pemegang hak milik

mendapatkan keuntungan ekonomis dari tanah_

nya mengiogat kekurangan dana, managemen

r dite-
rasian

lg Kas

yang

hasil

:jabat

Lngun

rkan,

rn: a)

erah;
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darr atau teknologi untuk memanfaalkan tanah

hak milikrrya, BGSjuga memberikan l<esempatan

kepada orang lain untuk memanfaatkan tanab

hak milik ).ang bukan miliknl,a secara optimal dan

legal.

Konsep BGS yang demikian, yaitu rnemberi-

kan hak pemanfaatan atas tanah hak milik/tanah

negara/daerah untuk mendirikan balgunan dan

mengoperasional kannya dalam jangka uaktu
teftenLu daI) Nenyerahkan bangunan beserta

sarana prasarana dan tanahnya tersebut tanpa

syarat kepadapemegang tanah hal milik, dengan

kemungkinan perpanjangan operasional secara

se$?, bisa jadi BCS menjadi altematifdari sekian

macam hak atas tanah yang telah ditentukan di

dalam UUPA. UUPA sendiri masih membuka

kemungkinaa adanya macam hak atas tanah yang

lain. Pasal 16 ayat (r) huruf h, mengatur bahwa

hak-hak lain yang tidak termasukdalam hak-hak

atas tanah (hak Milik, HGU, 6HB, Hak Pakai,

Hak sewa, Hak membuka hutan, dan hak me-

mungut hasil hutan) tersebut akan ditetapkan

dengan undang-undang.

BGS sebagai sarana untuk memanfaatkan

ianah yang dilakukan arltala pemegang hak milik
atas tanah dengan pihaklain belum dikenaldalam

UUPA. Jika mencermati ketentuafl Pasal 24 UUPA

dan penjelasannya dapat diketahui dan dipahami

bahwa BGS tidak dilarang dal ada peluang

el(sisteflsinya, asalkan diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Pasal 24 UUPA mengatur:

Pengrasar'r tan"h hak milik oleh bukan perri-

liknya dibatasi dan diatur dengan peraluran

perundangao. I(etentuan dalam penjelasannya

adalah: Sebagai pengecualian dari asas yang

dimuat dalam Pasal ro, UUPA, bentuk-bentuk

hubLrngan antaE pemilikdanpenggarap/pemakai

itu ialah misalaya:sewa, bagi hasil, pakai atau hak

guna bangunan. Mernang dalam penjelasan Pasal

2,+ UUPA tidak dengan tegas memuat bangun

guna serah, rnengingat pada saat Iahirnya UUPA,

bangun guna serah belum dikenal secara luas.

Tebpi l€tentuan Pasal :4 UUPA adalah

pintu masuk lairnya hak bengun guna serah se

ketentuan Pasal 16 ayat (r) huruf h UUPA.

Konsep pengaturan bangun guna serah uniu-k

tanah hak milik dalarn Keputusan MeDteri

Keuangan No. z48lKMK.o4lr995 tentang Perla-

kuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak Pihak

YaIg Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk

Perjaujian Bangun Cuna Serah, sebenarnya lebih

ditujukan untuk pengenaan pajaknya, diban-

dingkan oengaturan l.rarrgun guna serahnya irr:

sendid. Bangun gufla serah merupakan salah satr

bentuk pemarfaatan hak atas tanah, yang harus

diatur termasuk pembatasan-pembatasannya

untuk memberikan kepastiar dan keadilan bag

para pihax serra tercipra sua[u l(ererribar menL)"

masyarakat yang sejal, tela, maka tidak cukup

dengan aturan yang telah ada termasuk ketentuan

kebebasan berkontrak.

Pembatasan ba$gufl guna serah penting arti-

nya teflrtama untuk melindungi pemilik tanah

tanpa mengabaikan investor.Jangan !ampaj

bangun guna serah merugikan pihak pemilik

tarah atau justru lembaga bangun guna serah

dljadiican modus oieh orang-orang tertentu/in'
vestor untuk dapat menguasai dan mengeksploi-

tasi tanah hak milik. Oleh karena itu, perlu diper-

hatikalr sifat penggunaan tanah, bentuk akta-

jangka waktu haNs dikaitlon dengan masa guna

bangunan atau nilai ekonomis bangunan, hak-

kervajiban selama pe{anjian, dan cara beral<]rir-

nya

Pengaturan bangun guna serah adalah masulr

dalam kategori pembatasan terhadap peman

faaran'penggunaan hak mil'L ranah. seperr:

halnya pengaturan gadai, dan bagi hasil lanal:

pertanian, yang kedua-duanya diatul dalan

bentuk undang-undang. Oleh karena itu, sudal:

sewajarnya iika pengaturan bangun guna seral:

juga diu-ujudkan dalam benttl< uadang undang.

tidak sekedar aturan di bawah undarg-undang.

meskipun diperbolehl<an oleh Pasal 24 UUPA
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::_gaturan bangun guna serah dalam bentuk

jang undang seialan dengan Pasal 28J ayat (2)

DNRI1945.

ipabila bangun guna serah akan dilem-

. ::kan sebagai salah satu macam hak atas tanah,

?A telah menyediakan ruang untuk itu,

:.usnya dalam Pasal 16 ayat (r) hurufh Pasal

:-..but mengaturbahlvahak-hak lainyang tidak

. :asuk HM, HCU, HGB, Hq Hak Se\ta' Hak

. :buka tanah, dan hak memungut hasil hutan

:.. ditetapkan dengan undang'undang. Hak

:rgun Cuna Serah sebagai hak mendirikan

. iunan dan/atau saGna be kut faJilit&snya di

. :: ianah yaDg bukan miliknya sendiri kemudian

::dayagunakan bangunan dao/atau sarana

: ^ul fasilitasnya tersebut dalam jangka waktu

: i.nru yang telah disepai<ati, untr-lk selanjutnya

: .: beserta bangunan dan/atau sarana berikut

r. . r-rsrlya di serahl<an kepada pem egang hal{ atas

: Jr setelah berakhirnya jangka waktu. Berda-

:'..:n keteDtuan Pasai 16 ayat (1) hurufh UUPA

:-:sal r8l ayat (z) UUDNRI t945' pengatulan

: :rn guna serah sebagai suatu hak atas tanah

.:\n)-a dalam bentuk undang-undang'

::rtanyaan selanjutnya bagaimana dengan

' r.uI pemanfaaran L6nah negara. pelnerir

:ukupkalt dengal bentuk Peraturan Peme-

r:n Jika meogacu keteAtuan Pasal 10 dan 24

?A pengaturan dalam beniuk Peraturan
: , - =:intah sudah cukup. Apabila mencermati
: ,.: l UU Pengadaan Tanah, pemanfaatan tanah

:. : peme ntah/daerah dalam rangka pem-

'i-nan unluk kepentingan umum dapat

':: asanakan dengan BUMN, BUMD, atau

' ::-_ Usaha Srvasta Pada intinya Pasal rz UU

.-::laan Tanah mengaiur bahwa Pem-

. -:ran untukkepentingan umum selain untuk

- rrlgunan pertahanan dan keamanan na-

. r\aiib diselenggarakan Pemerintah dan

.. rekerja sama dengan BUMN' BUMD, atau

- .. Lsaha Swasta.Artinya substansi Pasal D UU

.r:tran Tanah sama dengan subsLansi Pasal

fxsumarja: Pengoddan Ihnah untuk PembanErnan " : lgt'5o3 5ol

ro dan u+ UUPA, bahwa pema[faatan tanah dapat

dikerjasan, al<an dengan pihak lain bersaranahall

perjanjian BCS, pengartrrannya bisa dalam bentuk

peraturan Pemedntah-

Secara konseptual, BGS sebagai cala untuk

dapat memberikan pelayanan publik dengan

keterbatasan dana dan tek:rologi, serta dalam

mrni_gkar I\rn laiu perr.rnbuha_ elonorni'

Pemerintah memanfaatkan tanah (barang milik

negara) merupakarl sebuah upaya yang bailt. Per_

orangan dapat juga menggunalGt BGS sebagai

alternarif dalam pemanfaatan dan memberda-

yakan tanah miliknya mengingat keterbatasan

odna, tekno,ogi dar managemen urtuL pening-

kalan perekonomian yang bersangkulan. Pada

sisi lain BGS membeikan kesempata[ kepada

pihak lain untuk mendapatkan manfaat atas

tanah yang bukan miliknya secara optirnal dan

legal. Pada sisi inilah BCS dapat djjadilGn sarana

pengadaan tanah dalam rangka Pefilbangunan

infrastruktur, baik yang diselenggalakan oleh

pcmer.llah na.lpun sua\La. atau keriaralna

antara pemerintah dan s_rvasta. SuPaya BGS iidal<

mengarah pada el<sploitasj terhadap kepemilikan

tanah hak milik walga masyaEkat, harus diatur

agar dapat memberikan rasa keadilan, keman

faatan dan kepastian hukum ierhadap kedua

belah pihak, baik pihak yang memiliki tanah

maupun Pihak yang memerlukan tanah

Konsep ideal bangun guna serah (BCS)

sebagai hak sebenarnya terletak pada iangl(a

\,!?ktu bangun guia seIah dan k€manfaatan bilgi

pemegang hak atas ianah Pengaturan jangka

waktu BGS berdasarkan kelentuan peraturan

perundang-u.1dan8an di bidang kel iasama

pengelolaan barang milik negara/daerah yang

secara umum dilak[kan da]am jangka waktu Pal-

ing lama 3o (tiga puluh) tahun dan daPat diper-

panjang, serta paling lama 5o (lima puluh) tahun

untuk bangunan infrastruktur s!6tegis, dall 60

(enam puluh) l3hun untuk pemanfaatan rumah

susur, adalah ddak tepat jika mengacu pada se
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mangat l(onstitr.lsi dan UUPA. Memang seha-

rusnya jangka 1{al(tu BGS tidak melebihi jangka

waktu hak atas tanah yang disediakan UUPA,

selain HM, yaitu HGU, HGB dan HP meskiPun

dapat diperpanjan g jangka wat<ru pengelolaannya

Namun demikian peneltuan jangka wal<tu daPat

diperhitungkan juga dari sisi kemanfaatan )rang

dilerimd oleh pemilik ranah selama Perianjian

BCS, meskipun sedikit melamPaui kePatutanyatg

diatur dalam tlUPA. Sementara itu, pembangunan

dan pengelaloaan bendungan sungai Syehan di

Negara Tulki sebagai cikal bakal BGS, cukup

hanya dengan 26 tahun masa peDgelolaan, dan

lima tahufl masa pemba[gunannya.

Jangka waktu BGS yang tidak bettentangan

dengan UUPA bermakna bahwa Pemanfaatan

tanah di Indonesia harus digunakan sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan rakyat lndonesia'

Alasan yang ingin diketengahkan, PenetaPan

waktu operasionalisasi BGS yang tidal< berten_

tangan dengan UUPA terreour agar selain per-

ru.rlbuhan ekonomi meningkat melalui pem-

bangunan infrasruldur, kualitas balgunan dan

efisiensi biaya pengelolaan Pasca BGS masih

cukup baik dan crJkup efisien, sehingga peman-

faatan infiastruktur dapat dilanjutkan oleh Peme-

gang hak atas tanah sebagaimana konsep awai

BGS, ataupun minimal pemilik tanah tidak diru-

gikan dengan jangka waktu operasional lang ada'

IGlaupun konsep BCS bahwa setelah jangka

waktu pengoperasionalal habis kemudian segera

diserahkan kepada pemilik tanah akan h€rten-

tangan dengan konsep pembangunan infrastruk-

tur untuk lcpentingan umum yang memerlukan

r.al(tu relatif lama bahkan mungkin selama-

lamanya, bisa saja perjanjian BCS untuk pem-

bargunan inftastruktur terus diperpanjang wak-

runya setiap kali berakhir jangka waktunya. Ke-

mungkinannya kecil juga pemilik-Pemilik tanah

te$ebut akan mengoPerasionalkannya sendiri

inftastrukturyang telah dibangua Pada dasamya

lang urgen dari konsep pemanfaatan tanah oleh

pemiliknya bersaranakan BGS adalah pe

tanah secara berkelanjutan mendapat

dari tanah miliknla yang wajar sePertihalnya

tanah tersebut diusahakan sendii sesuai

situasi kondisi diwilalah tersebut, termasr.rk

diperhitungkan juga perubahan nilai

Dengan demikiaa konsep BGS tidak

salah satu pihak, dan dapat maiu, berkem

dan sejahtera secara bersama-sama.

masyarakat di sekitar projek pembangunan

meningkat kualitas penghidupannya d

kehadiran projek tersebut, tentunya

pemilil< tanah yang dijadikan tempat pem

bangunan projek juga harus daPat meli
kualiras penghidupannya. Di sinilatr Penti

ada lontrol dari pemerintah, jika pembangu

infrastruldur tersebut dikerjasamalGl den

pihat swasta.

Kodsep pengaturan bangr$ guna serah di

hal< milik sebagai suatu hak atas tanah yang

sebaiknya diatul dalam bentuk undang

Apalagi jika BGS itu dikaitkan dengan p

rasan lerhadap hak asasi manusid sebagai

gang hak milik atas lanah. Pembatasan

hak asasi manusia, harus diatur dengan undan

undang. Materi muatan hak bangun guna se

dapat dimasukan dalam RUU Pertanahan/R

Hak-Hak Atas tanah ataupun UU Hak Milik se

gaimana amanat Pasal 50 ayat (r) UUPA. M

yang harus diatu paling tidal< mencakup, j

hal< atas tanal dan sifat penggunaannya,

Agar konsep BCS tersebut daPat terwujud

dengan baih maka masih diperlukan prasyarat-

prasyarat yang lain, misalnya adanya

politik (politic wii, dari Peme ntah, termasuL

instansi/birokrasi dan pihak-pihak lain yang i

serta atau terkait dengan peftanahan harus secara

terstruktur dan sistematis melakukan sosialisaii

akta, hak dan kewaiibar, iangka waktu, dan cara

berakhirnya.

C. Prasya?at Bangun Guna Serah




